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ABSTRACT 
ANALISIS KEBIJAKAN DALAM PENEMPATAN 
TENAGA DOKTER DAN DOKTER GIGI 
Turniani Laksmiarti ,1 Tety RachmawatP 
Background: The need estimate for the doctors at 2007-2010 is 70.782 person and dentist 25.953 persons. With than 
the amount to prepare until 2006 year the doctors was 44.584 person and dentist 11.289 person. So that the estimate until 
2010 year to increasing necessary needs the doctor opinion 6500 persons, dentist 3500 persons every years (Development 
and Influence Human Resources of Health Services, Department of Health Rl, 2007). The want completed and consequence 
boundary the fonnation, the government in the district for the research that the recruitment with the contract system. The 
aims for the research was to be analysis for the policy the doctors and dentist placement in district: Sumenep, Bondowoso, 
Badung, Karangasem and Kediri town. Methods: The research design is descriptive, the data taking cross sectional method. 
Research population was The Employe District Services (BKD), Head Officer of Health in District, the second person in officer 
of health, Human Resourses in officer of health for 5 the district reearch. To take the sample was porpusif random random 
sampling. Results: The research amount was the policy difference for the Ministry of Health decree number 1199/MenKes/ 
PER/X/2004 and number 1540/MenKes/SK/X/112002, within the Ministry of Health decree number 1199/MenKes/PER/X/2004 
to include the measuring contract for doctors was given allowance practice and to produced part the contract. The Ministry 
of Health decree number 1540, 2005year to be account the moment loyalty during the 3 year. In the Government Regulation 
number 37, 1991 year to opposite commission the doctors for the employee did not decided during the moment loyalty, during 
the accomplishment doctors within did not decided was accomplishment the moment loyalty, and could not to be length 
(pasal 3 ayat 1 - ayat 2), so that UU number 23, 2002 year to opposite to be entitled Menistry to take the doctors. 
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ABSTRAK 
Perkiraan kebutuhan tenaga dokterumum tahun 2007-2010 adalah 70.782 orang, doklergigi 25.953 orang. Sedangkan jumlah 
tenaga yang tersedia sampai tahun 2006 adalah dokler umum 44.584 orang dokler gigi 11289 orang. Sehingga diperkirakan 
sampai tahun 2010 setiap tahun diperlukan penambahan tenaga dokter umum sekitar 6500 orang, dokter gigi 3500 orang 
(Badan Pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Depkes Rl, 2007). Untuk memenuhi kebutuhan 
dan akibat keterbatasan fonnasi yang ada, pemerintah daerah pada daerah penelitian merekrut tenaga terse but melalui sistem 
kontrak. Tujuan"penelitian adalah melakukan kajian terhadap kebijakan penempatan Dokter, Dokter Gigi di Kab. Sumenep, Kab. 
Bondowoso, Kab Badung, Kab.Karangasem dan Kola Kediri. Disain penelitian adalah penelitian deskriptif, pengambilan data 
secara potong lintang. Populasi penelitian adalah Bad an Kepegawaian Daerah (BKD ), Kepala Dinas Kesehatan, KaSubDin SDM 
Dinkes, Kepala Bagian Personalia pada 5 kabupaten daerah penelitian. //an sample secara porpusif Hasil penelitian Terdapat 
perbedaan kebijakan dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1199/MenKes/PER/X/2004 dan Peraturan Menteri Kesehatan 
nomor: 1540/MenKes/SK/X/112002 yaitu dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1199!MenKesiPERIX/2004 tercantum jangka 
waktu tenaga kesehatan kontrak kerja yang mempunyai ijin praktik dan perpanjangan kontrak, sedang di Peraturan Menteri 
Kesehatan 1540 tahun 2005 dihitung masa bakti selama 3 tahun. Sedang di PP 37 tahun 1991 ten tang Pengangkatan dokler 
sebagai Pegawai Tidak Tetap Selama Masa Bakti, jangka waktu pelaksanaan dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap adalah 
pelaksanaan masa bakti, dan tidak dapat diperpanjang (pasal3 ayat 1- ayat 2), juga dalam UU no. 23 tahun 2002 tentang 
kewenangan Menteri dalam Pengangkatan Tenaga Kesehatan. Rekomendasi, dengan adanya kebijakan yang sa/ing tumpang 
tindih tersebut selayaknya Departemen Kesehatan sudah waktunya untuk melakukan refonnasi dalam kebijakan pengangkatan 
maupun penempatan dokler melalui Peraturan Pemerintah sebagai acuan pemerintah daerah otonom. 
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